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BUPATI SAMOSIR DAN DPRD SAHKAN P-APBD 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Gambar : waspada.co.id 

 

PANGURURAN, Waspada.co.id – Bupati Samosir bersama DPRD Kabupaten 

Samosir menyetujui Ranperda P-APBD 2023 ditetapkan menjadi Perda. 

Pengesahan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Samosir 

Vandiko T Gultom, Ketua DPRD Sorta E. Siahaan, Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon 

dan Pantas M. Sinaga pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir di Gedung DPRD, 

Selasa (26/9). 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Samosir, setelah dinyatakan 

kuorum dan memberikan kesempatan kepada masing-masing Fraksi untuk memberikan 

pandangan/tanggapan akhir. Dalam pandangan akhir Fraksi yang disampaikan Fraksi 

Nasdem, Kebangkitan Bangsa, Golkar, Nurani Demokrat Indonesia Raya dan PDIP 

menyetujui Ranperda P-APBD 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda. 

Ranperda P-APBD yang disetujui menjadi Perda memuat Pagu indikatif 

perangkat daerah, yaitu sebelum perubahan (APBD murni) sebesar Rp892.723.343.252 

menjadi Rp959.853.767.076 bertambah sebesar Rp67.130.423.824. 

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras untuk merampungkan 

Ranperda P-APBD sehingga dapat disetujui dan disepakati menjadi perda. 

Secara khusus terhadap pandangan dan masukan dalam pendapat akhir fraksi, 

Bupati Samosir menilai hal tersebut untuk kemajuan dan pemantapan pembangunan 

Kabupaten Samosir menuju kearah yang lebih baik. “Dan selanjutnya akan merumuskan 

seluruh pandangan yang diberikan,” ujar Vandiko. 

 

Lebih lanjut disampaikan, bahwa persetujuan bersama tersebut menunjukkan 

bentuk komitmen dan kesungguhan untuk benar-benar memastikan setiap produk hukum 
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dan perencanaan pembangunan yang ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan 

Pembangunan Kabupaten Samosir. 

Menurutnya, hal ini merupakan produk hukum daerah yang menjadi landasan 

kegiatan pembangunan baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. 

“Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita 

dalam mengemban tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, 

pemberdayaan masyarakat sehingga Kabupaten Samosir semakin maju dan semakin 

mantap mengejar impian terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera dan 

bermartabat secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan,” tutup Vandiko Gultom. 

Ketua DPRD Samosir, Sorta E. Siahaan menyampaikan Persetujuan bersama atas 

Perda P-APBD telah tepat waktu yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. “Kami 

berharap kepada Pemkab Samosir agar pembahasan anggaran kedepan dapat tetap tepat 

waktu dan efektif,” kata Sorta. 

Dalam kesempatan tersebut, Sorta E. Siahaan mengingatkan kembali agar seluruh 

saran kritik, masukan berharga yang diberikan DPRD dapat dilaksanakan demi 

pembangunan dan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik. 

“Setelah ditetapkan menjadi Perda, disarankan agar Pemkab Samosir segera 

melaksanakan dan memanfaatkan sisa waktu kurang lebih 3 bulan lagi, sehingga program 

kegiatan yg direncanakan dapat terealisasi dengan baik hingga akhir tahun 

ini,”pungkasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://waspada.co.id/2023/09/bupati-samosir-dan-dprd-sahkan-p-apbd-2023/, 28 

September 2023 

2. https://sumut.antaranews.com/berita/547971/dprd-samosir-sahkan-p-apbd-2023-rp-

959-miliar?page=all, 28 September 2023 

 

Catatan Berita: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  

Pasal 1 angka 3 dan 4 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat 

APBD adalah renacana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

https://waspada.co.id/2023/09/bupati-samosir-dan-dprd-sahkan-p-apbd-2023/
https://sumut.antaranews.com/berita/547971/dprd-samosir-sahkan-p-apbd-2023-rp-959-miliar?page=all
https://sumut.antaranews.com/berita/547971/dprd-samosir-sahkan-p-apbd-2023-rp-959-miliar?page=all
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Pasal 3  

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

dalam APBD.  

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD ; 

b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

 

Pasal 22  

(1) Da1am proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang 

dipimpin oleh sekretaris daerah.  

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana 

Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 161 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

160 menjadi dasar perubahan APBD. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 

terjadi: 
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a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit 

c. Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

e. Keadaan darurat; dan/atau 

f. Keadaan luar biasa. 

 

Pasal 177 

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam 

rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan 

September tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 178 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala 

Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda 

tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada 

perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

 

Pasal 179 

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah 

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah 

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 

sebelumnya. 
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Pasal 181 

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui 

bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 

(tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang 

perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. 

(2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan 

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang 

disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. 

(3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

 

 


